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PERATURAN DAERAH KABUPATEN MERANGIN
NOMOR 05 TAHUN 2000
TENTANG
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL HUTAN IKUTAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MERANGIN

Menimbana : a. bahwa dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri
Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentana Ruang
linagkup dan Jjenis~jienis Retribusi Daerah
Tinakat I dan Dasrah Tingkat I1I. maka Retribusi
Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan merupakan
isnis Retribusi Daerah Tinakat IT:

b. bahwa untuk menunaut retribusi sabagaimana
dimaksud pada huruf a perlu diatur dengan
Peraturan Daerah:

Menaingat 1. Undang-undana Nomor 7 Tahun 1965 tentana
Fambentukan Dasrah Tinakat II Sarolanaun Banako
dan Daerah Tinakat II Taniuna Jabung (Lembaran
Neagara RI Tahun 19465 Nomor 50). dengan mendaubah
Undana-undanga Nomor 12 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25).
tentana Pembentukan Dasrah 0Otonom Kabupaten di
Fropinsi Sumatera Tenaah:

Undana—undana Nomor 5 Tahun 1990 tentana
Konservasi Sumber Dava Alam Havati dan
Ekosistamnva (Lembaran Neaara Republik
Indonesia Tahun 1990 Nomor 49. Tambahan Lsmbaran
Neaara Republik Indonesia Nomor 3419):

n

Undana~undana Nomor 18 Tahun 1997 tentana
Pajak Dasrah dan Retribusi Daerah (Lembaran
Negara Republik I[ndonesia Tahun 1997 Nomor 41,
fambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3693): :

(&)
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Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentana Pokok-
pokok Pegnaelolan Linakungan Hidup (Lembaran
Neaara Republik Indonesisa Tahun 1997 Nomor &8,
Tambahan Lembaran Neaara Republik Indonesia Nomor
2699

Undana-undanag Nomor 22 Tahun 1999 tsntang
Pamarintahan Daerah .(Lembaran nNegara Republik
Indonesia Tahun 1999 MNomor &0. Tambshan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3839):

Undana~undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbanaan Keuandan antara Pemerintah Pusat dan
Dagrah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 72. Tembahan Lembaran Neasrs Republik
Indonesia Nomor 3848):

Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang
Perubahan atas Undang~undang Nomor 8 Tahun 1974
tentanag Pokok-pokok Kepegawain. (Lembaran Neagara
Republik Indonesisa Tahun 1999 Nomor 16€9. Tambahan
Lembaran Neagara Respublik Indonesia Nomor 3890):

Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kebupatan Sarolanagun. Kabupaten Tebo.
Kabupaten Muara Jambl dan Kabupaten Taniung
Jabung Timur. (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3904):

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Palaksanaan Undanag-~undang Nomor 8 Tahun 1981
Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 6. Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258):

Paraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentanag
Retribusi Dasrah {(Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 55. Tambahan Lembaran
Neaara Republik Indonesia Nomor 3692):

Keputusan Presiden RI Nomor 44 Tahun 1999
tentang Tehnik Pesnvusunan Peraturan Per Undang-
undangan. bentuk rancanagan Undang~undanag.
Rancanaan Peraturan Pemerintah dan: Rancangan
Kaeputusan Presiden { Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 7¢ ):

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun
1986 tentana Ketentuan Umum mengenali Penvidik
Peagawail Negeri Sipil di  Lingkungan . Pemerintah
Daarah jo Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4
Tahun 1997 tentang Penvidik Pagawal Negeri Sipil
di lingkungan Pem@rintah Daerah:

13. Keputusan ........
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Menetapkan :

PERATURAN
RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASIL

Eo]

Keputusan enteri Dalam

1997 tentanag Pedoman

Retribusi Dasrah:

Kenutusan Menteri Dalam MNMegeri Nomor 175 Tahun

1997

tentarna Tata Cara Pemeriksaan dibidanag

Sz AR

ri Nomor 119 Tahun
NG dan Jenis~i i
T dan Daerah Tingkst I1:

Dengan Persetuiuan

PERWAKILAN RAKYAT DAERAM KABURATEN DAERAH

TINGKAT II SAROLANGUN

MEMUTUSKAN :

MERANGIN TENTANG
HUTAN IKUTAN.

DAERAH KABUPATEN

8aAB I

KETENTUAN UMUM

dimaksud dengan :

Yang

saten adalah Kabupsten Meranaln.

Pemerintah  adalah Pemerintah Kabupaten Msranaln.
Bupatl adalahb Bupati Yabupaten Msranailn.
adalah Dinas Pendapatan

adalah Dinas Kehutanan Kabupaten

Kehutanan

Meranaln.

Kabupatan

Peiabat adalah DEgawal vang diberi Uaa L@
tentu Retribusi Daerah 4“nua1

dibidang
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Badan adalah suatu bentuk badan usaha vana
meliputl berseroan terbatas ., pgrseroan
komanditer. persercan lainnva. Badan Usaha Milik
Necgara atau Dasrah dengan nama dan bentuk apapun.
persekutuan., perkumpulan. firma. konasi
koperasi. vavasan atau organisasi vang seienis.
lembaaa. dana pensiun. bentuk usaha tetap serta
bentuk badan usaha lainnva.

Hasil Hutan Ikutan adalah Hasil Hutan Non kavu
sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah
Nomor &2 Tahun 1998, vaitu segala sesuatu vanag
bersifat material (bukan kawyu) vang dapat
dimanfaatkan dari keberadaan hutan. seperti
rotan. agtah-getah, minvak atsiri. sagu. nipah.
kulit kavu. arang. bambu. kavu bakar. kavu
cendana. sirap. bahan tikar. sarang burung walst
dan lain-lai

Retribusi Parizinan Tertentu adalah retribusi
atas keglatan tertentu Pemerintah Daerah dalam
rancaka o@mberian izin kepada orana pribadi atau

badan vanag dimaksudkan untuk pembinaan,
penasaturan., pendendaslian dan pengawassan atas
kegiatan pemanfastan ruang. pengounaan sumbar

dava alam. barand. prasarana. sarana. atau
pasilitas tmrtﬁntu guna melindunai kepsntinaan
umum dan meniaaga kelestarian linakungan:

Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan
vang salanijutnya dapat disebut retribusi adalah
pembavaran atas pemberian i1zin oleh: Pemerintah
Daerah kepada orang pribadi atau badan untuk
mengambil hasil hutaan ikutan:

Waiib Retribusi adalah orang pribadi atau badan
vang menurut peraturan perundandga-undanaan
retribusi diwaiibkan untuk melakukan pembavaran
retribusi

Masa retribusi adalah janaka waktu tertentu vang
merupakan batas waktu bagi waiib retribusi untuk
memantaatkan izinm pengambilan hasil hutan ikutan:
Surat Pendaftaran Obvek Retribusi Daerah vang
selaniutnva dapat disingkat SPJORD adalah surat
vana digunakan.  olsh waiib retribusi untuk
melaporkan data objek retribusi sebagai dasar
penahitunogan dan psmbavaran retribusi  vang

terutang menurat paraturan perundanag-undangsan
Retribusi Dasrah;
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si Daerah vanag selaniutnva
ah surat keputusan vang
tumlah retribusi vang

Sura Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bavar
Tambahan. vana selanjutnva dapat di sinagkat

slah surat keputusan vang mensntukan

Jumlah retribus vana di tetapkan

Damrah abih Bavar. vang
di sinokat SKRDLE adalah surat
menentukan Jumlah . kelebihan
':owﬁi karena Jumlah kredit
asar dari pada retribusi vang
seharusnva terutang

a. dura Kete
selaniutnva
keputu

namb:

r. Surat Taaihan Retribusi Daerah vang salanjutnyva
dapat Jdi sinakat STRD adalah surat untuk
melalou tagihan retribusi dan atau eanksi
administrasi berupa bunaa atau denda 2 ‘

- Surat Keputusan

(2

adalah surat keputusan
5 D atau dokumasn lain
RDKBT. dan SKRDOLE vang di

Saan  adalab serangkaian  kegiatan  untuk
mencari. mengumpulkan. dan mengolah data dan atau
ketarangan 1a1mmva dalam anaka  pengawasan
kepatuhan pemanuhan kewaiiban Retribusi Daasrah
berdasarkan peraturan dan E”:“W”&ﬁ]"”ﬁd 3 Can
Retribusi

u. Pewvwdi!an tindak pidana di bidang Retribusi
alah seranokalan tindakan vang d
tdik Pegawzl NMNeari 2ipil vang

= s sabut Penvidik, untuk mencari
serta HEﬁqunpu’kcn bukti vang denaan bukti itu
membust terana tindak pidana di bidang Retribusi

-

Daerah vana terjadi serta menemukan tersanagka.

e
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BAB II

NAMA. OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSIT

Dencan nama Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan
Ikutan dipunaut retribusi sebsqsi pembavaran atas
tzn izin kepada orang pribadi atau badsn untuk
menaambil hasil hutan ikutan.

Pasal 3 ............
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RPazsal 3

(1) Obisk Retribusi adalah pembarian 1zin
pengambilan hasil hutan ikutan vana meliputi :

. Rotan:

Gaharu:

. Getah Jelutunga:

d. Getah Karet Hutan:
. Gatan D
Ru

O T e

O

Q
P
4]
3
(V]
=3
Jte
re

ak Kayvu Putih:
J . Kullt kavu:
1. Bambu;

m. Sarand Buruna Walet:
n. Tikar:

. Atap:

. Lilin Tawon:

a. Nibung Bulat:

r. Sagu:

= . Nipah (nira. aula):
t. Iiuk:

u. Ketak:

v. Madu:
w. Damar:
»x. dan lain~lain.

(2) Dikescualikan dari Objek Retribusi:

a. pengambilan kavu bakar untuk keperluan rumah
tangga.

. penagambilan Masil hutan ikutan untuk
kepentingan penalitian.
Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orana pribadi atau badan
vang memperoleh i1zin untuk mengambil hasil hutan
ikutan.

BAB TIX
PERIZINAN
Pasal &
(1) Sstiap orang  atau badan hukum vana akan

maenagambil /memungut hasil hutan ikutan pada lahan
milik atau dalam kawasan hutan di Wilavah Kabu-~
pataen Daerah Tingkat II Sarolangun Banako harus
mendapat Izin Pengambilan Hasil Mutan Ikutan/Non
kavu (IPNK) dari Bupati.

(2) IPNK ..... ol e 35 o e w6



(2) TPNK diterbitlkan aleh Kepalsa
atas nama RBumati

IPNK dapat diberikan untulk

(1) Hasil hutan non kavy  se
aetah delutuna. kemirs.
kavu bakar. atap nivah. ¢
Getah Damar dan lain-lain:

parti rotan., daharu,
bambu, madu. arang.
o

arand  burung Wwalet,

,-\
o
3
—

UdTan

Lahan vang ditumbuhi /terdapat hasil  hut non
kavu wvang statusnva merupakan tanah milik
rakvat atau kawasan hutan. dan zpabila di
eksploitasi tidak manimbulkan akibat vang
nedgatif,

BAB IV

GOLONGAN RETRIBUST

Mutan Ikutan

izinan Tertentu.

CARA MENGUKUR TTINGKAT PENGUNAAN JASA

Pasal 8

]

Tinakat Pengaunasr Jasa dihituna baerdasarkan volume
hasil hutan ikutan vana diizinkan untuk diambil.

BAR VI

PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENATAPAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal @

(1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur
dan besarnva tarif retribusi adalst untuk
menutun sebaaiasn atau s:
Denvelanaagaraan pamberia

(2) Biava sebaaian dimaksud pada avat
ini meliputi hiava transportei dalam ranakas
pemeriksaan lapanaan.
pambilnaan .
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BAB VI

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUST

Fasal 10

(1) Struktur tarif diaoleonakan berdasarkan satuan
dan Jjenis hasil hutan ikutan vana diambil.

(2) Besarnva tarit ditetapkan paling tingai sebhasar

& % (enam persen) dari haras ratokan

(3) Haraa patokan s@bagaimana dimaksud pada avat

(2) ditetapkan oleh Kepala Daerah

Faerdaganaan .

s@tiap Tahun
Anadgaran berdasarkan haroa pacn;
dengan menaacu nada harqga satuan

ditetapkan olah Menteri Perindustrian

z=atempat
vang
dan

(4) Tarif retribusi sebagaimana dimaksud pads ava

(2) pasal ini adalah sebaaai berikut

e - :
é JEEISAHASI' HUTAN SATUAN TARIF /SATUAN
! 1 2 3
! e e - "
l 1. Rotan
| a. Rotan Manan bta Rp 150,
| b. Rotan semamby hta Rp. S50, -
, C. Rotan Tebu-tebu ! bta Rp. 100 .~
| d. Rotan Jenis lain | ton Rpo. 50.000 . -
- i
[ 2 ka. Ro. 30.000. -~
- R . .
[ = Gatah Jelutung ton Rpb. 50.000, -
e e S—
4. Getah Karet Hutan { ton Rp.. 25.000, ‘
3. Getah Damar ‘ ton IRD 20.000 -
&. Minvak Kavu Putih itre Rp. 500, -~
7. Kulit Kavu:
a.Kulit ¥avu Akasia ton Rp. 10.000, -~
b.Kulit Xavuy Bakau ton Rp. 17.000 .~
8. Bambuy
a. Bambu Apus bta R . 50, -~
L. Bambu Betung bt Rp. 100, ~
C. Bambu Milah bty Rp. 50, ~
Q. Rarana Burung Walet kg Ro. 25.000, ~
1¢. Tikar
a. Tikar aqel 1lbv Rp. 100, ~
b. Tikar Kolosua 1br Rp. 200~
C. Tikar Pandan lbr Rp. 100, ~

----------



1 2 3
11. At a p :
4. Atab Nipah lbr R S
b. Atap Rumbla 1bor Ro. S0~
c. Atap Sirap Kog Ri. 20, =
l12. Nibuna bulat ata  lep. 200, ~
L . |
12, 6 vl & !
&, Gula Mipah I kg, R . &0 -
b. Gula Nirs ka. R . B30 ™
i3 uk ton Rio.. 27.500,
1 T ! ot 0 ZZ 000
L B ~
M2 d | rer Rp 250 -
|
1
Dan Lain~lain ! - RD. 25, ~

BAp VIIX
WILAYAH PEMUNGUTAN
FPasal 11

Retribusli terutang dipungut di Wilavah Daerah tembat
1zin pengambilan hasil hutan ikutan diberikan.

BaB IX
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 12

Masa Rstribusi adalah Jjangka waktu vang lamanpvas 1
(satu) tahun.

Hazal 13
Saat terutananva retribusi adalah pada saat
diterbiltkannya SKKRD atau dokuman lain vang dipersa-
makan.

BAB X

SURAT PENDAFTARAN

Pasal 14
(1) Waijib Retribusi waiib menaisi SPJORD.

(2) SPJORD sebagaimana dimaksud pada avat (1) harus
diisi dengan jelas. benar dan lenagkap serta
ditandatangani oleh Waiib Retribusi atau
kuasanva.

{(2). Bentuk ........



wlom
{3) Bentuk. isi. serta tata cara penaisian dan
penvampalian SPJIORD sebaaimana dimaksud pada
avat (1) ditetaspkan dengan Keputusan Bupati.
BAB XI
PENETAPRPAN RETRIBUSI
Pasal 15
(1) Berdasarkan SPAORD sabagaimana 43maksudkgn
dalam Pasal 13 avat (1) ditetapkan retribusi

terutang denagan menerbitkan SKRD atau dokumen
lain vang dipe

(23

“lan hasil pemeriksaan ditemukan
dan atau data vang semula belum
menyvebabkan  penambahan  jumlah
i bertambah. maka hik@luarkaw

-
S Fobcs

YAandg

(3) Bentuk. isi. 2 tata cara pensrbitan SKRD
atau dokumsn lain vana dipersamakan sebaaaimana
dimaksud apada avat (1) dan SKRDKBT sebagaimana
dimabeud pada avat 2) ditetapkan denaan Kepu~

tusan Bupati.

BAB XIT
TATA CARA PEMUNGUTAN
03331 16

(1) Pemurcutan retribusi tidak dspat diborongkan.

by : dipunaut  denagan  mengaunakan  SKRR
atau dokumen lain vana dipersamakan dan
BAB XIT1I
SANKSTI ADMINISTRASIT

asal 17

Dalam hal Waiib Retribusi tidak membavar- tepat pada
waktunva atau kuranag membavar. dikenakan sanksi

administrasi berura bunga sabesar 2% (dua persen)

satiap bulan dari retribusi vang terutang atau
kurarng dibavar dan ditaaih dangan mengaunakan STRD.

BAB XTIV ©veeoonnnnnn
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(3)

(1)

(1)

BAB XIV

TATA CARA PEMBAYARAN

di

BAEB XV

VAN

TATA CARA PENAGIHAN

BAB XVI

LEBERATAN

Y ard

stribusi tertar
v

sada

rang

Darvatoran.

iatur

terutang harus

sElambat-
ditarbit
lain Yanao

tampat

dengan Keputusan

bardasarkan 3XRD atau
U‘Dul‘oﬁdlah. SKRDKBT. STRD.

e

Gart

itu

a
peraturan  perundang-

dibavar bertambah.

41ba»ar‘ cleh Waijib
aih deng

Surat Pak

dapat mengaiukan

Kepala Daerah atau

d tuniuk atas S
SKRDKBT dan SKRDLEB.

ala

tertuy

KRD atau dokumen

1lis dalam bahasa

san~alasan wvang

L A N
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(2)

aajukan kebsratan
tribusi harus

srnaran ke tataoan

)

diajukan dalam Jjanagka waktu
dua) bulan seiak tanggal SKRD
in vanq diversamakan., SKRDKBT
cusli apabila waiilb
menuniukkan bahwa

tidak dapat dipenuhi karena
skuasaannya:

eruhil pers:

aratan
zaebagai surat
rtimbanakan:

("‘"

N s

Pangal

manundas  kewaiiban
oelaksanaan penagihan

¢ 3
meamhavya e ratadbhuedl
meEmoavat FSTr1loUsSl

retribusi.

~ 1

Fass ] o

0 s Janaka waktu paling lama 3 (tiga)
oL sk tanaaal surat kebsratan diterima
harus memberl keputusan atas kebsratan vang

diajukan:

Keputusan Bupatl stas keberatan dapat berupa
seluruhnva atau %@h?”11'. mennlak atau

iV

va Retribusil vang terutang:

snerima

ambah

sebagaimana dlmsl"wd pada
leqh lewat dan Bupati tidak
U o keputusan, sratan vang
abut dianagap dikabulkan.

BABR XVII

PENGEMBALTIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

&m@avaran retribusi, Waijib
menagajukan permohonan

Bupati:

(82

waktu paling lama & (snam)
Dmrmﬁhonan :

DEMDHESY

(1}



(3)

(4)

{5)

(6)

(1)

(23

(3)

(1)

Apablila  Jangka wakiu sebagaimana dimaksud avat

- =1

2) pasal ini telah dilampaul dan Bupati

tidalk memberiksn suatu keputusan. | permohonan
pengemcalian wombavarsan Retribusi dianggap

dikabulkan SKRDLB harus diterbitkan dalam
1
1
£

% Pl - R Ty
tu paling l¢mg

danaka wa {(satu) bulan:

E > yra
Icang

nambavaran

at (1)

I S T— Vg de 1 5 W= oo
lu. hutang Retribusi

ke “'( el - 1~ . -
ifahan panio.

l\‘

p@“QQm»VV

~~

SO Wa L ia g A& T

Ababil& engembalian kelebihan pembavaran

LuLLU i il sstelah lewat waktu 2 (dua)

f 36 ] imbalan bungas sebasar

tas keterlambatan
Retribusi.

e

kelebihan pembayaran
jukan secara tertulis kepada

menyesbut-

r@iribz"
Bunati
kan :

Walib Retribusi:

“an ;JQ;‘HA&-J‘J yYarars

(S e

] O e ! W g
o nakat dan delas:
Flf', O -"i"‘ = wen v e s o b e Yorm T oon b S }—' e moamblhaas s oo
SE MG PenGomualilan KELEDINEN. eEmpavyaran

retribusi disampalkan sscara langsung atau
maelalul pos tercatat:

Buktil 16 LMas
perglriman pos

diter

T e T
pErmondd

o]l 24
L AOR R I SR

Lianm Lalablhan retribusi. dilakublan

f
dengan menerbitkan Surat Parintah Membavar

Kelebihan Retribusi.

{(2). Apabila .......
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(2)

(2)

(1)

Apablila kelebihan pembavaran . Ratribusi
diparhitunakan < utana retribusi lainnva.
sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 avat (4)
pembsyaran di denagan cara memindah
bukukan dan bul ndahbukukan Jjuga berlaku

sebagal bukti pembavaran.

BAB XVIII

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI

wsndgutandgar ., keringa

Bupat]
i ey
nar aahn

Pamb@riyn CENGUrandan. keringanan dan
z dimaksud pada avat (1)
denﬂan m@mDV'hatlkan kemampuan Waijib
Retribusi. antara lain untuk mengangsur.

Tata Gara n<h4didnw . karinganan dan
pambab ditetapkan oleh Bupati.

Pagsl 26

2] akukan penagihan Retribusi.
melampaui jan agka waktu 3
erhitung seiak 3at terutananya
i1 iib retribusi
dibidana Retribusi.

A b Y m s
SRA0L LA Wa,

daluarsa panadibhan  Retribusi sebagaimana
ayat (1) Paazl ini tertancauh apabila:

a. diterbitkan surat teguran: atau
b. ada pengakuan utang Reribusi baik langsuna
maupun tidak. langzung.

Waiib Retribusi yang tidak melaksanakan

kewaiibannva sehingga merugikan K@uahqan Daarah
diancam pidana kurungan palina lama 3 (tiga)
bulan atau denda palina banvak Rp. 2.500.000, -

{(dua juta lima ratus ribu rupiah)

(2). Tidak . .......



T

ag

(2)

(1)

(2)

Tindak pidana sesbagaimana dimaksud avat
(1) adalah pslanggaran.

BAB XXI

PENYIDIKAN

Pasal 28

Pejabat Peaawai Neaari Sipil tertentu
dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenandg
khusus sebagai penvidik untuk melakukan
penvidikan tindak pidana di bidana Perpaiakan
Daerah atau Retribusi sebsagaimana dimaksud
dalam Undana-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tantang
Hukum acara pidana. ‘

Wewsnana penvidik sebagaimana dimaksud pada
avat (1) adalah

a. Menerima. mencari. menaumpulkan dan meneliti
keteranagan atau laporan bsrkenaan denaan
tindak pidana di bidang Retribusi Dasrah
agar keterangan atau laporan tersebut menijaw
di lebih lengkap dan jelas:

b. Meneliti. mencari dan menaumpul kan
keterangan manasnal orang pribadi: atau badan
tentana kebanaran perbuatan vang dilakukan
sehubunagan dengan tindak pidana Retribusi
Dasrah tersebut. ;

c¢. Meminta keterangan dan bahan bukti dari
orang pribadi atau badan sehubungan denaan
tindak pidana dibidang Retribusi Daerah:

d. Memeriksa buku-buku., catatan-catatan dan
dokuman~dokumen lain berkenaan dengan tindak
pidana Jdi bidang Retribusi Daerah:

e. Melakukan penaaeledahan untuk mendapatkan
bahan bukti pembukuan., pencatatan dan
dokumaen—-dokumen lain serta melakukan
penvitaan terhadap bahan bukti tersebut.

f. Meminta bantuan tenaaga ahli dalam rangka

pelaksanaan  tugas penvidikan tindak pidana
di bidana Retribusi Daerah:

a. Menvuruh ... ...
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a. Menvuruh berhenti. melarang = Seseoranda
meninaagalkan ruanagan atau tempat pada saat
pemeriksaan sedanag bsrlandasundg dan memeriksa

indentitas

orang dan atau dokumen vand

dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e.

h. Memotret seseorang vand berkaitan dendan
tindak pidans Retribusi Daerah.

i. Memanagil orana untuk didengar keterangannya

dan diperiksa s

abagai tersanaka atau saksi.

j. Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan
kelancaran

tindakan lain vana perlu untuk
penvidikan tindak pvidana di
bidang Retribusi

menurut hukum vang dapat

dipertangaung Jjawabkan.
(3) Penvidik sebaagaimana dimaksud pada avat (1)

meamb #itahukan
penyampaian hasil

dimulainva penvidikan dan
penvidikan kepada pernuntut

Umum. sestal denagan ketentuan vand diatur dalam
Undana~Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentand Hukum

Acara Pidana.

BAB XXII

KETENTUAN PENUTUP

Hal-hal vana belum diatur dalam Peraturan Daerah
ini. sepaniana mengenal pelaksanaannvya diatur lebih

1anjut oleh Bapati.

Pazal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanaaal

diundanakan.

agar setiap orana dapat menastahuinva. memaerintahkan
Penaundanaan peraturan Daerah ini denaan

menempatkannya dalam

Merangain.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Meranain Nomor : 05
Tahun 2000 Tanggal : 10 Juni 2000
sari : B Nomor: O1

sekretaris Daerah

ttd

Drs. H.M Aziz Yusuf

pembina Tk I Nip. 010 055 981

Lembaran Daerah Kabupaten

Disahkan di : Banako 1
pada tanggal: 28 Maret 2000
BUPATI MERANGIN
ttd

H. ROTANI YUTAKA. SH.
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PENJELASAN

PERATURAN DAERAH XKABUPATEN MERANGIN

NOMOR 05 TAHUN 2000

TENTANG

RETRIBUSI IZIN PENGAMBILAN HASTL HUTAN IKUTAN

L. PENJELASAN UMUM

Peraturan Daerah ini disebut Peraturan Daerah Ka
Merangin tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Futan

—

Dalam Fernvusunan Peraturan Dasral

adalah baga indak lanjut dari pelaksa

Nomor 18 Tahun 1997 tentana Pajak daerah dan Retribusi

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tshun 1997 tentang Re 3

Dd@rsn dan Keputusan Menter Dalam Neaeri Nomor 119 ahun 1998
Ruang linagkup dan i Retribusi Daerah Tingkat

dan Timﬂkat IT. dimans

utan termasuk dals

nana dimaksud dalam 53

Cmor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Dasrsh dan Retri 5

@ avat (2} huruf f Peraturan Remerintah Nomor 20

Pasal

7% &N angka
& tang
R dan

fang Lingkup
aerah Tingkat

Penetapan Feraturan : !
terlaksananva usaha Pemerinta dalam *,nimﬂkaLRar; Pendapatan
Asli Daesrah (PaD). sehingas cuan keusnaaz
semakin mening akan memebe bagl pembi:
Pemerintah satu

_.As

RPendapatan As alar ana otonomi
vanag memilikil oeran meﬁtinq didalam pembiavaan oembanaunan

m?l 1 U]

Retri “enqamullam

akan meninakatkan

2 gy e =

sarta meningkatkan

IT.PENJELASAN PASAL DEMI pasal

1 Cukupg

1
Pazsal 2 Cukup
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Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
RPasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
RPasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal
Pasal

Cukup

Cukup Jalszsd
Cukup Jelas
Cukup I

Cukup

Cukup Jr

Cukup

Cukup Tala

Cukup

Cukup Je
Cukup Jelass.
Cukup J¢

Cukup
Cukug

Cukup T¢

Cukup

Cukup J¢
Cukup Je
Cukup

Cukup

Cukup

Cukup

Cukup Je2las.
Culkup Js

3
i
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